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Pendahuluan
Urgensi Penelitian ini adalah mengkaji perubahan status BUMDes
menjadi badan hukum setelah disahkannya Undang-Undang Cipta
Kerja, sehingga dapat memberikan panduan yang jelas dalam
prosedur pendirian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan antara
prosedur pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,
serta mengevaluasi status badan hukum BUMDesa yang didirikan
tanpa mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021. serta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai perbedaan peraturan yang berlaku serta implikasinya
terhadap status hukum BUMDesa yang tidak sesuai dengan
peraturan terbaru.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Apakah prosedur pendirian BUMDes di daerah sudah sesuai
dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 ?

Bagaimana status badan hukum BUMDes yang pendiriannya
tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 ?
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan
(Statute Approach) dan konseptual (Conceptual Approach)
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Hasil
Prosedur Pendirian BUMDesa Berdasarkan Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014 dan  Peraturan Pemerintah 

Nomor. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Pada Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014, pendirian BUMDesa melibatkan musyawarah Desa,
penetapan peraturan Desa, dan persetujuan pemerintah desa serta BPD. BUMDesa harus memiliki
struktur organisasi terpisah dari pemerintahan desa dan modal dari APB Desa. Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga ditetapkan melalui musyawarah Desa dan diangkat oleh kepala Desa.
BUMDesa dapat mengembangkan usaha dengan persetujuan pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik (BUM) Desa
telah mencabut Bagian VIII dari Peraturan Nomor Pemerintah 43 Tahun 2014 yang mengatur
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PP ini berdasarkan pada
pertimbangan pelaksanaan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja yang membatasi regulasi Pemerintah mengenai BUM Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mencabut aturan sebelumnya dan menetapkan bahwa
BUMDesa atau BUMDesa bersama didirikan melalui musyawarah Desa atau musyawarah antar Desa.
Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa harus memuat prinsip, Anggaran Dasar, dan
modal. Setelah pendaftaran melalui Sistem Informasi Desa dan mendapatkan sertifikat dari Menteri,
BUMDesa/BUMDesa bersama dapat memiliki unit usaha terpisah dengan status badan hukum. Pendirian
BUMDesa/BUMDesa bersama harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kelayakan usaha,
model bisnis, tata kelola, dan nilai-nilai lokal dalam visi dan misinya.



6

Pembahasan
Perbedaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Pemerintah

Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa

Perbedaan yang paling signifikan adalah prosedur pendirian BUMDesa Berdasarkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan
Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan
Usaha Milik Desa Bersama dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian pengurusan dan
pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.

Dalam proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan Permendes Nomor 4
Tahun 2015, perlu dilakukan musyawarah Desa yang membahas aspek ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat Desa, serta pengelolaan, modal usaha, Anggaran Dasar, dan Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa. Hasil kesepakatan dari musyawarah tersebut menjadi pedoman
bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa
tentang Pendirian BUM Desa. Sementara itu, berdasarkan Permendes Nomor 3 Tahun 2021,
pendaftaran BUM Desa atau BUM Desa Bersama harus dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui
Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian.
Prosedur pendaftaran dilakukan secara elektronik dalam waktu maksimal 20 hari kerja setelah
Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM
Desa Bersama ditetapkan; jika melewati batas waktu tersebut, proses pendaftaran harus
diulang dari awal, dimulai dengan pendaftaran nama.
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Pembahasan
Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 di Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 memberikan urgensi bagi daerah lain dalam
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa, Salah satunya yakni Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
memperkuat kerjasama antar desa, serta menyediakan dukungan dan infrastruktur bagi
pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Dengan menerapkan peraturan ini, daerah lain
dapat mengarahkan pembangunan secara holistik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan
memberikan dukungan yang lebih baik dalam pemberdayaan. Kerjasama antar desa juga
dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Pengembangan
SID juga menjadi fokus penting, sehingga daerah lain dapat meningkatkan efisiensi
pengelolaan informasi desa dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui implementasi
peraturan ini, daerah lain dapat memperoleh manfaat dari pengalaman dan praktek terbaik
dalam pemberdayaan masyarakat dan desa.
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Pembahasan
Status Badan Hukum BUMDes yang Pendiriannya Tidak Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021

Pendirian Badan Hukum BUMDes yang tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 akan
mengakibatkan beberapa akibat hukum berikut: 1. Tidak mendapatkan status badan hukum
secara resmi. 2. Tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti BUMDes yang sah.
3. Tidak dapat menjalankan usaha secara sah dan memperoleh izin yang diperlukan. Jenis-jenis
badan hukum yang dapat dimiliki oleh BUMDesa sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 adalah
koperasi dan perseroan terbatas. Peraturan ini juga menerapkan prinsip Non Retroaktif dalam
sistem hukum Indonesia, yang memberikan perlindungan hak individu dan menjamin kepastian
hukum. Pendaftaran BUMDes yang sudah berjalan tetapi belum sesuai dengan PP Nomor 11
Tahun 2021 penting untuk dilakukan guna memastikan legalitas BUMDes tersebut.
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Temuan Penting Penelitian

Hasil Penelitian ini adalah pemerintah daerah berperan dalam
memfasilitasi pendirian BUMDes dan BUMDes yang belum sesuai
dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 perlu segera mendaftar dan
memastikan legalitas mereka. Pendirian Badan Hukum BUMDes
yang tidak sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2021 dapat
mengakibatkan BUMDes tersebut tidak mendapatkan status
badan hukum yang sah dan tidak memperoleh perlindungan
hukum yang sama seperti BUMDes yang didirikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku



10

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan
yang jelas bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan
masyarakat dalam melaksanakan prosedur pendirian BUMDes
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
terkait konsekuensi hukum yang dapat timbul jika pendirian
BUMDes tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu,
hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak terkait
dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap regulasi
terkait BUMDes untuk menciptakan lingkungan hukum yang
kondusif bagi pengembangan BUMDes di Indonesia.
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